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ABSTRAK

Mujiyanto, skripsi dengan judul Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Analisa data menggunakan analisis koefisien korelasi product moment, perhitungan analisa menggunakan program SPSS R 17,0 for windows.

Populasi dalam penelitian sebanyak 30 orang pegawai, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23 orang dan pegawai TK2D sebanyak 7 orang  pegawai pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Karena populasinya tidak terlalu besar, seluruh populasi dijadikan responden penelitian dengan menggunakan metode sensus.

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh rhit = 0,406,  hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 30 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,229. atau dapat dikatakan  bahwa rhit = 0,406 > rtab = 0,229, hal Ini berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel pengawasan terhadap variabel disiplin kerja pegawai pada Puskesmas Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, diperoleh nilai R Square atau r2 adalah sebesar 0,350. Hal ini berarti bahwa varian yang terjadi pada variabel disiplin pegawai, 35,0% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel pengawasan atau dengan kata lain bahwa disiplin kerja  sebesar 35,0% ditentukan oleh pengawasan pimpinan, sementara itu sisanya sebesar 65,0% ditentukan oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak di ukur di dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka rumusan masalah sudah terjawab dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat di terima, yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan antara vaiabel pengawasan dengan disiplin kerja pegawai pada Puskesmas Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
Kata kunci : pengawasan 
ABSTRACT


Mujiyanto, a thesis with the title of supervision over the work discipline of Public Health Center (Puskesmas) Rantau Pulung District East Kutai Regency.


This research aims to know and describe the effect of supervision on the working discipline of Public Health Center (Puskesmas) Rantau Pulung District, East Kutai Regency. Analysis of data using analysis coefficient of product moment correlation, calculation of analysis using SPSS R 17.0 for Windows program.


Population in the research of 30 employees, consisting of civil servants (PNS) as many as 23 people and employees TK2D as many as 7 employees at the Public Health Center (Puskesmas) Rantau Pulung District East Kutai. Because the population is not too large, the entire population is made into research respondents using the census method.


Based on the results of the data analysis obtained rhit = 0.406, the result is greater when compared to the price-critical price table of the correlation coefficient of Product Moment (Pearson) to n = 30 at a signification rate of 5%, namely 0.229. or it can be said that Rhit = 0.406 > Rtab = 0.229, this means that there is a positive relationship between the monitoring variables of the employee working discipline variables in Rantau Pulung Puskesmas, East Kutai District.


The relation of inter-variable supervision to employee work discipline, the result of the calculation is at intervals 0.40 – 0.599, which means that there is a relationship that is in the relationship between the monitoring variables of the personnel working discipline, the result of the calculation is at intervals 0, 40 – 0599, which means that there is a relationship between the supervisory variables with employee discipline variables.  

Based on the results of the calculation of coefficiencies, the value of R Square or R2 is 0350. This means that variants that occur in employee discipline variables, 35, 0% can be explained through variants that occur in the surveillance variables or in other words that the working discipline of 35, 0% is determined by the supervision of a leader, the Adviesraad is the remainder of 65, 0% determined by other factors or other variables not measured in this study. 

key word : supervision
I.  PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas negara, khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat saat ini dan yang akan datang dituntut lebih professional mengingat disisi yang lain terjadi persaingan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh sektor swasta. Tuntutan lainnya kepada aparatur negara adalah adanya desakan masyarakat terhadap reformasi birokrasi (reeventing government) salah satu tujuannya adalah terciptanya cleant government,  accountability  dan responsibility  public. 
Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kendala dan permasalahan implementasi Gerakan Reformasi Birokrasi tersebut. khususnya berkaitan dengan sikap mental aparatur negara, disebut dengan revolusi mental khususnya tujukan kepada semua Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dari pusat sampai ke daerah, termasuk pegawai pelayanan bidang kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai ujung tombak pemerintah terendah yang langsung berhubungan dengan kesehatan kepada masyarakat. Dalam proses pelayanan kepada masyarakat tersebut perlu  keberadaan manajemen pelayanan  yang handal dan profesional, salah satunya adalah peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengawasi disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji apakah pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, jadi bukan untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memberi pengarahan, bimbingan, serta petunjuk agar apa yang telah ditentukan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dalam mencapai efektivitas kerja karyawan (Handayaningrat, 1996 : 145).

Untuk mencapai tujuan yang efektif dalam suatu organisasi  adalah pekerjaan yang tidak mudah,  dimana untuk mencapai ke arah tersebut  tentunya memerlukan pengawasan sehingga dapat menunjang  efektivitas kerja. Efektivitas kerja pegawai adalah penyelesaian sesuatu pekerjaan dengan tepat waktu, untuk mencapai efektivitas tersebut salah satunya sangat ditentukan oleh pengawasan. Pengawasan yang baik dilakukan oleh pimpinan maka akan meningkatkan disiplin kerja pegawai. Disinilah peranan  seorang  pimpinan sangat penting dalam mengawasi  para pegawai dalam melaksanakan usaha atau kegiatan agar terdapat keserasian dan disiplin dalam melaksanakan tugas pekerjaan. 

Pendekatan secara teori di atas yang dikemukakan oleh para pakar administrasi dan manajemen, ternyata pada saat implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, penerapan pengawasan banyak ditemukan kendala atau permasalahan, mengingat perilaku dan tuntutan pegawai cepat berubah dalam kondisi yang berbeda. Menurut T Handoko (2016 : 357) mengatakan bahwa kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak terselesaikan suatu penugasan, tidak ditepatinya suatu penyelesaian (deadline), suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari rencana organisasi.

Uraian di atas juga didukung oleh fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan di lingkungan kantor pemerintah tidak semudah yang kita bayangkan, adanya gap atau kesenjangan antara teori pengawasan dengan kenyataan pada tahapan implementasi pengawasan. Sebagai contoh pembanding hasil penelitian menunjukkan bahwa oleh saudaraMubarak, (2009 : 40), menyatakan bahwa masih banyak para pegawai atau aparat pemerintah yang bekerja tidak bersemangat atau tidak bergairah, bekerja semaunya saja dalam arti tidak memenuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku. Jika kondisi  demikian  tidak diantisipasi dan diupayakan mengatasinya maka sulit untuk mencapai tujuan.

Berkaitan  dengan contoh permasalahan tersebut di atas, sesuai dengan permasalahan yang ada di lokasi penelitian di pada kantor Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan pengamatan peneliti dan dukungan laporan masyarakat yang masuk pada kotak saran pelayanan masih ditemukan ada gejala atau permasalahan menunjukkan bahwa disatu sisi tejadi  kenaikan jumlah orang yang yang berurusan dengan pelayanan pada Puskesmas tersebut, namun disisi yang lain masih terdapat beberapa kelemahan berkaitan dengan kualitas pelayanan antara lain tidak dimanfaatnya dengan baik kotak saran yang berada di loket pelayanan secara maksimal, sehingga tidak terjaringnya saran dan kritik dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan. Permasalahan lainnya terdapat beberapa kelemahan seperti masih ada pegawai  yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien. Hal ini dapat dilihat dari lemah disiplin aparatur serta lemahnya pengembangan cara dan metode kerja dan tata kerja yang kurang taktis dan sistematis, misalnya masih ada staf yang diberikan tugas oleh pimpinan kurang bisa mengembangkan uraian dan tugas tersebut secara optimal, secara dalam mengerjakan tugasnya perlu meminta petunjuk kerja terlebih dahulu kepada pimpinan. Kelemahan lainnya adalah terbatasnya  fasilitas, sarana prasarana  yang ada, hal ini dapat dilihat dari kurangnya jumlah meja yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang bekerja, sehingga harus bergantian. Hal ini tentu saja mengakibatkan pekerjaan yang diberikan menjadi lambat untuk diselesaikan.
Disadari bahwa beberapa gejala-gejala tersebut di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor, menurut hemat penulis salah satu faktor yang sangat menentukan adalah lemahnya peranan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan implementasi sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. 
II. KERANGKA DASAR TEORI


Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen, oleh Terry di kenal POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) atau istilah lain disebut dengan prinsip-prinsip manajemen, salah satu fungsi manajemen tersebut adalah controlling atau pengawasan, merupakan fungsi terakhir dari seorang pimpinan setelah fungsi perencanaan, pengorganisasian, motivasi dan fungsi lainnya, salah satu tujuan dari fungsi pengawasan tersebut adalah terciptanya disiplin  kerja pegawai untuk efektivitas kerja. Fungsi pengawasan terhadap efektivitas kerja, menggunakan pendekatan perilaku, dengan unsur  pokok yaitu manusia, organisasi, jenis pekerjaan dan lingkungannya. Menurut Nadler (2003 : 27) perilaku adalah fungsi dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Sedangkan organisasi itu sendiri merupakan lingkungan yang mempunyai kharakteristik berupa keteraturan yang diwujudkan didalamnya disusun hirarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggungjawab.


Perilaku organisasi pegawai yang terbentuk tidak berproses secara alamiah, namun harus diarahkan menjadi perilaku organisasi yang positif (perilaku yang berorientasi terhadap tugas atau pekerjaan), untuk menciptakan perilaku organisasi tersebut salah satunya adalah peranan pengawasan (Winardi, 2002 : 13).



Analisis pembentukan perilaku individu menjadi organisasi dilakukan dengan menggunakan model stimulus organisasi dan respon (model S.O.R) (Thoha, 2003 : 49). Untuk menciptakan perilaku organisasi pegawai yang berorientasi pada tugas, pekerjaan sebagai respon (R) maka pengawasan yang baik harus diciptakan (O) sebagai upaya untuk membentuk faktor manusia (stimulus) sehingga mempunyai perilaku yang positif.



Perilaku pegawai yang positif harus dipelihara secara terus menerus dan ditumbuh kembangkan supaya dapat menciptakan atau mempengaruhi kemampuan dan efektivitas pegawai, upaya itu perlu didukung oleh  faktor pengawasan pimpinan terhadap bawahan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan perangkat manajemen.



Manusia di dalam kehidupan berorganisasi dalam hal ini organisasi pemerintah memang bukan satu satunya sumberdaya organisasi, masih banyak sumberdaya yang lain seperti uang, mesin, sarana prasarana, tata organisasi yang tersusun rapi serta prosedur kerja yang sistematik, tetapi semua modal dan kekayaan tersebut tidak akan bermanfaat bagi organisasi jika tidak disertai fungsi pengawasan yang efektif, khususnya pengawasan  unsur pimpinan terhadap bawahannya dalam rangka mencapai efektivitas kerja (Siagian 2006 : 3).

1. Pengertian Pengawasan 
Beberapa pendapat para ahli tentang pengawasan, menurut Manulang (2001:173),dalam bukunya “Dasar-dasar Manajemen”, mengatakan pengawasan adalah  proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pendapat Newman dalam Manulang (2001),mengatakan bahwa pengawasan adalah memastikan bahwa kinerja sesuai rencana. Demikian pula Henry Fayol dalam Manulang (1996),mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari apa saja yang terjadi dalam mencocokkan pelaksanaan dan perencanaan, instruksi. Disini menunjuk pada kelemahan dan kesalahan agar mencegah penyimpangan.

Senada dengan pendapat di atas,  Mc Farland yang dikutip oleh Soerwarno Handayaningrat (1996:33), mengatakan pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Menurut T. Hani Handoko (2016 : 359), mengemukakan bahwa pengawasan adalah Proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sedangkan Fathoni (2006 : 30),mendefinisikan bahwa : pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unitbertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu upaya agar yang telah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya,demi tercapainya wujud semula. Jadi peranan seseorang pemimpin atau orang yang berhak melakukan pengawasan sangat mempengaruhi terhadap bawahannya. Karena dengan peranannya sebagai pemimpin harus dapat melaksanakan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk menghindari perilaku, kesalahan-kesalahan serta kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh bawahannya atau paling tidak dapat diperkecil. Hal ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.Tujuan  Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk melihat suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dengan demikian, maka tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil kegiatan korektif. Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah.

Tujuan adalah mencari dan memberitahu kelemahan-kelemahan yang dialami dan dilakukan dan kemudian diikuti dengan cara untuk memperbaiki . Menurut Henry Fayol dalam bukunya General Industrial Management yang dikutip oleh Sarwoto (2002:94), mengatakan bahwa dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meliputi apakah segala sesuatu tercapai atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki. Sedangkan MenurutManullang (2001:173), tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya tujuan pengawasan adalah mengamati pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditanggulangi dengan 
memberikan koreksi dan pembinaan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

3.
Langkah-Langkah Proses Pengawasan
Menurut Fathoni (2016:57), mengatakan bahwa  langkah-langkah proses pengawasan terdiri dari : (1) menetapkan standar. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka hal ini secara logis berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan ialah menyusun rencana ; (2) mengukur prestasi kerja.  Pengukuran prestasi kerja terhadap standar secara ideal hendaknya dilakukan atas dasar pandangan kedepan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat diketahui lebih dahulu; (3) membetulkan penyimpangan. Jika standar ditetapkan untuk mencerminkan struktur organisasi dan apabila prestasi kerja diukur dalam standar ini maka pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang negatif dapat dipercepat, karena manajer sudah mengetahui dengan cepat terhadap bagian manakah dari pelaksanaan tugas oleh individu atau kelompok kerja, tindakan koreksi itu harus dikenakan. 

4. Bentuk dan Jenis Pengawasan
Menurut Sondang P. Siagian (2002:135), menjelaskan proses pengawasan pada dasarnya menggunakan dua macam tehnik yaitu sebagai berikut : (1) pengawasan langsung (direct control) ; (2) pengawasan tidak langsung (inderect control).

Pengawasan langsung dimaksud adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau dilakukan.Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : (1) inspeksi langsung ; (2) on the spot observasi (observasi ditempat) ; (3) on the spot report (laporan ditempat). Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan para bawahan dalam bentuk laporan tertulis dan laporan lisan.
Dari pendapat Sondang P. Siagian di atas, maka pimpinan harus menyadari sepenuhnya bahwa pengawasan merupakan salah satu usaha dan daya tangkal untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan bagi pelaksanaan tugas yang di lakukan oleh bawahan atau pegawai yang telah ditetapkan.

Sedangkan macam atau bentuk pengawasan itu dibedakan atas : (1) pengawasan preventif ; dan (2) pengwasan repressif.  Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan kesalahan atau deviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Pengawasan repressif adalah pengawasan yang dilakukan  setelah rencana sudah dijalankan dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Jenis pengawasan dilihat dari bidang-bidang antara lain : (1) produksi, (2) keuangan, (3) waktu, dan  (4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Pengawasan dibidang keuangan bermaksud untuk mengawasi, apakah bagian keuangan tidak menyelewengkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pengawasan dibidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dapat menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya, pengawasan dibidang manusia dengan kegiatan-kegiatan bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi atau rencana tata kerja.

Dilihat dari jenis subjek pengawasan, pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas:(1) pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan; dan (2) pengawasan ekstern adalah bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan.

Senada dengan uraian di atas, dilihat dari cara atau teknik mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan itu dapat digolongkan atas : (1) peninjauan pribadi (personal observation). Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan ; (2) laporan lisan (oral report). Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditujukan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui, terutama tentang hasil sesungguhnya yang dicapai oleh bawahan; (3) Laporan tertulis (written report).Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis yang diberikan oleh bawahan, maka atasan dapat membaca apakah bawahan-bawahan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak atau kekuasaan yang didelegasikan kepadanya. (Handayaningrat, 1996:145).
5. Pengertian Disiplin Kerja

Secara etimologi, disiplin berasal dari bahasa Latin “disipel” yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan jaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi “disipline” yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Kata disiplin berasal dari kata “discipline” yang berarti: “latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat”. Dari definisi-definisi tersebut jelas sekali bahwa arah dan tujuan disiplin pada dasarnya adalah “keharmonisan” dan “kewajaran”kehidupan kelompok atau organisasi, baik organisasi formal maupun nonformal.
Menurut Fathoni (2006:126), kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak.

Pendapat Adriani Nuni (1996:57),mengatakan bahwa isitilah disiplin bermula dari kata discipline atau berarti pengikut atau penganut, memang semula dipakai untuk  menunjukkan  murid   dan  penuh   kesetiaan  mengamalkan ajaran-ajaran  dari  pengertian   disiplin   kemudian  berkembang  menjadi kesetiaan dan 
ketaatan seseorang atau sekelompok orang pada aturan-aturan, norma-norma, instruksi-instruksi dan lain-lain yang dinyatakan untuk orang atau kelompok.
Pendapat lg. Suroso (1992,2), mengatakan bahwa disiplin adalah peraturan yang dilakukan dengan tegas dan ketat serta menghendaki dilaksanakannya segala peraturan dengan teliti dan murni bahkan hal-hal yang terkecilpun tak boleh disimpan.

Pradjudi Admosudirdjo (1993;210), mengatakan bahwa disiplin pada hakekatnya adalah ketaatan kegiatan, sikap kelakuan, sikap hormat, yang nampak sesuai dengan tata aturan yang telah disepakati antara badan organisasi dan pegawai-pegawainya. Lebih jauh menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1992;143), mengatakan bahwa disiplin (dicipline) adalah persetujuan untuk tunduk atau mengikuti secara langsung peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Disiplin diperlukan bagi pembinaan dari atasan yang baik dari semua tingkat pimpinan.
Menurut Muchdarsyah (dalam Sulistiyani, 2008:146), disiplin didefinisikan secara berbeda-beda. Dari sejumlah pendapat disiplin dapat disarikan kedalam beberapa pengertian:

· Kata disiplin dilihat dari segi (terminologis) berasal dari kata lain “discipline” yang berarti pengajaran, latihan, dan sebagainya (berawal dari kata discipulus yaitu orang yang belajar). Jadi secara terminologis, terdapat hubungan pengertian antara discipline dengan disciple (Inggris yang berarti murid, pengikut yang setia, ajaran atau aliran). 

· Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, watak, atau ketertiban dan efisiensi. 

· Kepatuhan pada ketaatan (obedience) terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah atau etika, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 

· Penghukuman (punishment) yang dilakukan melalui koreksi dan latihan untuk mencapai perilaku yang dikendalikan. 

Secara keseluruhan pendapat tersebut  di atas dapat diketahui bahwa  disiplin pegawai  yaitu suatu bentuk  sikap dan perilaku  seorang pegawai  atau kelompok pegawai  yang memiliki ketaatan dalam memenuhi aturan-aturan  yang berlaku  dan meninggalkan larangan-larangan  yang ditentukan  dalam suatu aktivitas  untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Disisi yang lain perlu ditekankan  bahwa hubungan antara pimpinan yang pengikutnya hendaknya berjalan dengan baik untuk mendapatkan disiplin yang baik, seperti hal berikut, bawahan berkewajiban mentaati pimpinannya dengan sebaik-baiknya dan sebaliknya pimpinan berkewajiban membimbing serta memberi contoh yang baik pula.
6. Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Kerja

Untuk memperjelas mengenai disiplin kerja pegawai, penulis mengambil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
· Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati dan larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.

· Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.

· Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar suatu peraturan disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil.

· Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberikan wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

· Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.

· Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau ada hubungannya dengan kedinasan.

· Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang berhubungan dengan tugas dan jabatan.
 Jelas bahwa disiplin merupakan hasil pada tata aturan kewajiban-kewajiban, ketaatan, ketekunan, kegiatan dan sikap kelakuan di mana disiplin mutlak diperlukan untuk membuat segala urusan berjalan lancar bahwa tak ada satupun badan organisasi yang dapat berkembang tanpa disiplin. Disiplin yang demikian itulah yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Berikut ini Harold Kootz dan Cyrill O’Donnel (1980;616-617), menjelaskan disiplin atau tingkah laku yang tertib mempunyai hubungan dengan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang diakui misalnya adalah kepentingan bagi pegawai bawahan untuk melapor di tempat pekerjaan tepat pada waktunya memperhatikan peraturan-peraturan, yang melarang merokok, minum, berpakaian sebagaimana dikehendaki prosedur resmi didalam pekerjaannya tingkah laku dalam masyarakat dan sekurang-kurangnya menjalankan secara efektif beban pekerjaan minimum.
Jelas bahwa disiplin merupakan kepatuhan seseorang atau sekelompok orang untuk mentaati segala peraturan yang ada dan mereka melaporkan hasil pekerjaan yang diberikan atau dibebankan oleh atasan mereka tepat waktu dan apabila disiplin mereka rendah maka mereka selalu melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Misalnya mereka selalu banyak keluar atau menggunakan waktu untuk minum-minum atau mereka sering terlambat datang ke kantor dan bahkan mereka sering berbuat yang tidak sopan terhadap pimpinan atau atasan mereka.
7. Jenis dan Bentuk Hukuman Disiplin

 Menurut Adriani Nunik  (1996 : 21), jenis disiplin kerja yaitu : (a) Self Dicipline. Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dantelah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang akan tergugah hatinya untuk sadar dan secara sukarela mematuhi  peraturan yang berlaku ; (2) Command 
Dicipline. Disiplin ini tumbuh bukan dari perasaan ikhlas, akan tetapi timbul karenaadanya paksaan atau ancaman orang lain. Menurut  pendapat T. Hani Handoko (2003:129-130), .ada 3 jenis acuan disiplin kerja yaitu : (1) disiplin preventif yaitu kegiatan yang mendorong pada karyawan untuk mengikuti berbagai standart dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokok dari kegiatan ini adalah untuk mendorong disiplin diri diantara para pegawai. Dengan cara ini para pegawai bekerja dengan ikhlas, bukan karena paksaan manajemen ; (2) disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran yang dilakukan  pegawai terhadap peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan. Contohnya dengan tindakan skorsing terhadap karyawan ; dan (3) disiplin progresif yaitu tindakan memberi hukuman berat terhadap pelanggaran yang berulang. Contoh dari tindakan disiplin progresif antara lain berupa teguran secara lisan, teguran tertulis, skorsing dari pekerjaan selama beberapa hari, diturunkan pangkatnya dan dipecat.

 Jenis hukuman dalam disiplin, khusus untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diperhatikan kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai l. Setiap pelanggar disiplin akan mendapatkan hukuman yang terdiri darihukuman ringan,hukuman disiplin sedang dan hukuman disipin berat. Menurut H. Nainggolan (1994:202-203),mengatakan bahwa :

a. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas : teguran lisan, teguran tulisan dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas :

· Penundaan kenaikan gaji secara berkala untuk paling lama satu tahun.

· Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.

· Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun

c. Jenis hukuman disiplin berat :

· Penurunan pangkat pada pangkat pada tingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun.

· Pembebasan dari jabatan.

· Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

  Dengan demikian untuk melaksanakan tugas kedinasannya, Pegawai Negeri Sipil haruslah mempunyai disiplin dan moralitas yang tinggi,  agar supaya perbuatannya selalu mentaati peraturan yang berlaku, dan dapat menyadari sepenuhnya kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus ditinggalkan atau tidak boleh dilanggar. Disisi yang lain dalam rangka menciptakan disiplin kepada pegawai perlunyakesadaran yang tumbuh dalam jiwa seseorang sehingga keadaan tersebut melahirkan sikap yang patuh, taat, menurut, tunduk yang akhirnya mentaati semua peraturan sehingga disiplin yang dimaksud bukan karena adanya unsur paksaan, melainkan atas kesadaran dan kerelaan pegawai itu dengan sendirinya untuk mentaati aturan, norma, perintah dari atasannya.
8. Faktor-faktor Disiplin Kerja

Faktor-faktor pendukung disiplin kerja menurut  Sitomurang(1997:14), mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung  pelaksanaan disiplin, antara lain : (1) peraturan-peraturan harus jelas dan terinci serta  setiap pelanggaran  yang terjadi  harus bisa dibuktikan ; (2) peraturan-peraturan harus tertulis dan dijelaskan kembali dalam program orientasi karyawan baru dan  dalam program pelatihan (Internal Training); (3)  segala bentuk  deskriminasi dan kecenderungan memihak  harus dihindarkan; dan (4) sanksi keras  misalnya pemecatan, hanya dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut  dari sanksi lunak, misalnya peringatan.
Menurut Soejono (1997 : 67), disiplin kerja dipengaruhi oleh faktor yang sekaligus sebagai indikator dari disiplin kerja yaitu : (1) ketepatan waktu. Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik ; (2) menggunakan peralatan kantor dengan baik. Sikap hati- hati dalam menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang baik ;  (3) tanggungjawab yang tinggi. pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang di bebankan kepadanya
sesuai dengan prosedur dan bertanggungjawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik; dan (4) ketaatan Pegawai memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor,  merupakan cerminan disiplin yang tinggi. (Soejono, 1997 : 67).
Ukuran disiplin  kerja bagi pegawai  dapat ditentukan melalui  indikator-indikator  berikut ini : (1) kehadiran pegawai pada hari-hari kerja : (2) ketepatan  
pada jadwal masuk dan pulang kerja ; (3) ketaatan pegawai  terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan ; (4) mentaati prosedur kerja yang telah ditentukan ; (5) melaksanakan segala tugas  dan kewajiban yang  sudah ditentukan ; (6) menunjukkan sikap jujur, tertib, cermat dan penuh semangat ; dan (7) melaksanakan perintah atasan.

Berdasarkan uraian penjelasan beberapa para ahli dan pendekatan secara teori menunjukkan pengaruh yang kuat antara peranan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan disiplin kerja pegawai. karena dengan adanya pengawasan  untuk menyempurnakan tindakan-tindakan yang salah dan menyimpang. Peran pimpinan dalam pengawasan, menuntut agar seorang pegawai  mempunyai kesadaran  disiplin  yang tercermin  dalam sikap patuh  dan taat  dalam melaksanakan  tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya untuk mencapai target hasil pekerjaan, seperti model model dibawah ini. 
9. Definisi Konsepsional
Menurut Moh Nazir (1995 : 148)  konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas. Sedangkan definis  kosepsional dipergunakan untuk memberikan batasan-batasan tentang variabel-variabel didalam penelitian. Sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1992 : 1) mengatakan bahwa konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan defenisi yang dipakai oleh para peneliti untuk mengambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun fenomena alami. 

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka dan beberapa teori yang telah dikemukakanmaka penulis memberikan batasan dari variabel yang akan diamati dalam penelitian ini sebagaiberikut :
1. Pengawasan  adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk memonitor, mengontrol dalam rangka  untuk menjaga agar supaya pekerjaan pelayanan  yang dilakukan oleh pegawai sejalan dengan rencana maupun  aturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan, kesalahan, kekeliruan melaksanakan tugas, pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
2. Disiplin Kerja Pegawai adalah kesadaran sikap mental dan perbuatan seseorang dengan persetujuan tunduk dan taat secara langsung kepada peraturan-peraturan, perintah-perintah, tata kerja dan tata hubungan kerja agar rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai  tepat waktunya.
III. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2015 : 11). 
2. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23 orang (dua puluh tiga) orang dan pegawai TK2D sebanyak 7 (tujuh) orang pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai. Karena populasinya tidak terlalu besar, maka penulis tidak mengambil sampel melainkan seluruh populasi dijadikan responden penelitian dengan menggunakan metode sensus.
3. Teknik Pengumpulan data 
Untuk mendapatkan informasi atau data yang dipergunakan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yatu : Library Research, Field Work research, Observasi, Interview dan Angket. 
4. Definisi Operasional


Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menetapkan batasan indikator-indikator dari masing-masing variabel independen dan dependen sebagai berikut  :
1. Pengawasan sebagai independen variabel, indikatornya terdiri :

a. Pengawasan langsung

b. Pengawasan tidak langsung

c. Pengawasan eksternal
2. Disiplin Kerja  sebagai dependen variabel indikatornya terdiri 

a. Mentaati jam kerja kantor
b. Tanggungjawab pegawai
c. Ketaatan menerima sanksi
5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data variabel pengawasan terhadap disiplin kerja, yang diperoleh melalui daftar pertanyaan penulis menggunakan rumus Koefisien Korelasi Product Moment ( Pearson ). Sedangkan untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan uji t, dimana rs empiris yang dihasilkan diuji kembali dengan uji t tersebut, serta analisa data koefisien determinasi.

IV. HASIL PENELITIAN 
Hasil penelitian dapat digambarkan berdasarkan jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1 tentang apakah kepala puskesmas melakukan pengawasan langsung kepada para pegawai pada saat sedang mengerjakan pekerjaan di kantor , sebanyak 10 orang pegawai atau sebesar 33,3 % menjawab sangat sering, sebanyak 16 orang pegawai atau sebesar 53,3%  menjawab sering dan sebanyak 4 orang pegawai atau sebesar 13,3% menjawab kadang-kadang, Tidak ada pegawai yang menjawab jarang dan tidak pernah. hal ini berarti bahwa pimpin dalam hal ini kepala Puskesmas Rantau Pulung telah melakukan pengawasan langsung terhadap pegawai pada saat sedang melaksanakan tugas atau pekerjaan kantor setiap hari, hal ini didukung oleh jumlah pegawai di kantor 
Puskesmas tidak banyak dan ruang kerja yang terbatas sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan pengawasan secara langsung kepada pegawai pada saat sedang melaksanakan tugas atau pekerjaan kantor. Selain itu juga pimpinan melakukan pendekatan human relation yang baik kepada para pegawai dengan cara komunikasi yang terbuka dengan para pegawai. hal ini sesuai dengan wawancara penulis kepada sebagian pegawai menanyakan kepada pegawai berkaitan dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan terkait dengan bidang masing-masing pegawai. Bapak pimpinan langsung menegur pegawai dengan bahasa yang santun jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pekerjaan kantor.
Untuk meningkatkan peran  pimpinan  kedepan, mengingat tugas pekerjaan  Puskesmas, semakin meningkat sebagai ujung tombak pelayanan yang langsung kepada masyarakat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka pengawasan yang dilakukan oleh kepala dinas lebih dapat dikembangkan dalam rangka pencapaian disiplin kerja sehingga tercipta efektifitas kerja pegawai berupa : inspeksi langsung,  on the spot observasi (observasi ditempat), on the spot report (laporan ditempat),  pengawasan tak langsung menggunakan internet, on line cek.
Dengan adanya pengawasan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh unsur pimpinan maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai seperti : (1) mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan; (2) mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; (3) untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; dan (4) untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 
Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 2 tentang apakah kepala puskesmas melakukan pengawasan tidak langsung kepada para pegawai, misalnya mempelajari dan mengoreksi laporan pekerjaan yang sedang dan telah dibuat oleh pegawai baik secara lisan maupun tulisan, bahwa sebanyak 7 orang pegawai  atau sebesar 23,3%, menjawab sangat sering, sebanyak 16 orang responden atau sebesar 53,3 % menjawab sering dan hanya sebesar 7 orang responden atau sebesar 23,3  % menjawab kadang-kadang dan jarang. hal ini berarti bahwa kepala puskesmas Rantau Pulung, telah melakukan pengawasan tidak langsung kepada para pegawai, misalnya mempelajari dan mengoreksi laporan yang disampaikan oleh para bawahan, baik dalam bentuk laporan tulisan maupun laporan secara lisan berkaitan dengan produk pekerjaan kantor. Kepala dinas telah  memberikan bimbingan, arahan, dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk memberikan pendapat jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penangan pekerjaan.
Berkaitan dengan fakta fenomena yang telah penulis temukan pada obyek penelitian, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditujukan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui, terutama tentang hasil sesungguhnya yang dicapai oleh bawahan. Laporan tertulis (written report). Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis yang diberikan oleh bawahan, maka atasan dapat membaca apakah bawahan-bawahan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak atau kekuasaan yang didelegasikan kepadanya. 

Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor  3 tentang apakah pernah dilakukan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar, misalnya inspektorat, Bawasda atau lembaga pengawas sejenis lainnya, sebanyak 5 orang pegawai atau sebesar 16,7%  menjawab sangat sering, sebanyak 9 orang pegawai atau sebesar 30,0 %, dan sebanyak 16 orang pegawai atau sebesar 53,3 % menjawab kadang-kadang ada pemeriksaan pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas eksternal baik inspektorat, Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kutai Timur sangat jarang melakukan pengawasan atau pemeriksaan di Puskesmas Rantau Pulung.

Uraian tersebut di atas didukung oleh wawancara peneliti kepada unsur pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini, mengatakan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh BPKP atau inspektorat provinsi melakukan pemeriksaan keuangan di daerah, tujuan nya adalah dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan berkaitan penggunaan keuangan yang telah digunakan untuk pengeluaran puskesmas, jika pemeriksaan tersebut terdapat kejanggalan, pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dari pejabat yeng bersangkutan maka akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran, bahkan sampai meja hijau pengadilan.
Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor  tentang ketaatan pegawai terhadap peraturan jam kerja kantor yang berlaku, sebanyak 12 orang pegawai atau sebesar 40,00 % menjawab sangat mentaati, sebanyak  10 orang pegawai  atau sebesar  33,3% menjawab mentaati peraturan jam kerja kantor, dan sebanyak 8 orang pegawai atau sebesar 26,7% menjawab cukup mentaati. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pegawai mentaati jam kerja kantor sesuai peraturan pemerintah. Menurut pengamatan penulis pada saat melakukan pengamatan pagi dan siang sebagian besar pegawai datang ke kantor tepat waktu dan sebagian pegawai pulang juga dengan tepat waktu, hal ini membuktikan adanya kesesuaian dengan jawaban responden pada kuesioner penelitian. Salah satu faktor yang cukup berperan terhadap kehadiran pegawai atau ketaatan pegawai terhadap jam kerja adalah peran kepala puskesmas  selaku pimpinan, mampu memberi contoh kepada pegawainya tentang disiplin kehadiran kerja pegawai selaku abdi  negara dan abdi masyarakat. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan akan berdampak positif terhadap disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan pemerintah dan norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa pegawai terbiasa terlambat untuk bekerja, mengabaikan prosedur keselamatan, melalaikan pekerjaan detail yang diperlukan untuk pekerjaan mereka, tindakan yang tidak sopan. Selai itu juga adanya  dukungan  kesadaran pegawai itu sendiri terhadap disiplin kehadiran ke kantor untuk melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya kepada masyarakat.
Pendekatan secara psikologis bahwa  kehadiran para pegawai pada setiap hari kerja, baik saat jam masuk kerja, jam istirahat kerja maupun pulang kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kantor bersangkutan, hal ini merupakan salah satu aspek  penting dalam menilai dan mengukur disiplin kerja pegawai.
Tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 5  tentang tanggungjawab pegawai terhadap tugas pekerjaan kantor, sebanyak 10 orang pegawai atau sebasar  33,3% menjawab sangat bertanggung jawab, sebanyak 14 orang pegawai atau sebesar 46,7% menjawab bertanggungjawab, dan hanya sebanyak 6 orang atau sebesar 20,0% menjawab cukup bertanggungjawab. hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai bertanggungjawab terhadap tugas, pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta jabatannya merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap disiplin kerja pegawai, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Manurut pengamatan dan wawancara peneliti  kepada sebagian responden bahwa tanggungjawab seorang pegawai tercermin dalam tanggungjawab melaksanakan tugas pekerjaan melayani masyarakat yang berobat ke Puskemas sesuai jam kerja dan terkadang juga dalam kondisi tertentu pegawai melayani mayarakat diluar jam kerja. Tanggungjawab pegawai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat juga didukung oleh peranan pimpinan memberikan nasehat dan pengawasan kepada para pegawai.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan nomor 6 (tabel 12)  tentang ketaatan pegawai menerima sanksi jika melanggar peraturan atau disiplin kerja yang berlaku, sebanyak  11  orang pegawai atau  sebesar 36,7% menjawab  sangat menerima sanksi, sebanyak 15 orang pegawai atau sebesar 50,0 % menjawab mentaati dan sebanyak 4 orang pegawai atau sebesar 13,3% menjawab kadang-kadang menerima sanksi yang diberikan oleh pemerintah.hal ini menunjukkan bahwa sanksi pelanggaran terhadap disiplin kerja kepada para pegawai tidak sepenuhnya diterapkan, mengingat pegawai jarang melanggar disiplin terutama pelanggaran berat seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan moralitas pegawai.
Menurut dugaan peneliti  bahwa disiplin terhadap peraturan kerja juga adanya dukungan penuh dengan kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan yang berlaku, norma dan etika dan siap menerima sanksi jika melakukan kesalahan. Ketaatan pegawai terhadap peraturan yang berlaku akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pelayanan. 

Berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan sanksi kepada pegawai, sebagaimana di atur  dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, antara lain memuat kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan merupakan isi dari pada peraturan sedangkan hukuman yang diberikan merupakan cara atau alat yang digunakan untuk dapat memberikan sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap para pegawai. 
Kewajiban dan larangan tersebut antara lain sebagai berikut : (1) mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS Dengan penuh pengabdian,kesadaran, dan tanggung jawab; (3) menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS ; (4) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara; (5) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; (6) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; (7)membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; (8) mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Menurut peneliti  aspek lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan disiplin dan efektivitas kerja pegawai  yaitu pentingnya  komunikasi dan koordinasi yang harmonis, baik vertikal maupun horizontal maka akan memudahkan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pekerjaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS for windows versi. 17, maka didapat hasil koefisien korelasi sebesar 0,406,  dibandingkan dengan nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment, maka dapat dilihat bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product momentadalah lebih besar dibandingkan r tabel korelasi product moment (0,406 > 0,229), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai Puskesmas Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. 

Berdasarkan tabel interpretasi  dapat diketahui bahwa tingkat pengaruh  korelasi yang diantara 0,40 – 0,599, maknanya adalah bahwa hubungan antara manajemen pelayanan dgn efektivitas pelayanan berada pada level  katagori sedang, artinya faktor pengawasan pimpinan memberikan kontribusi sedang terhadap disiplin kerja pegawai.  
Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, dengan bantuan program SPSS for windows ver.17, maka didapat R Square atau r2 sebesar 35%. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai Puskesmas Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur ,  adalah sebesar 35%, dan sebesar 65% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Maknanya adalah bahwa sebesar 35% disiplin pegawai di pengaruhi oleh faktor pengawasan terdiri dari pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan melekat atau kesadaran serta pengawasan ekternal, pihak luar dan sebesar 65%  disiplin kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor lainnya yang di ukur dalam penelitian ini.
V. P E N U T U P

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh rhit = 0,406,  hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis dari koefisien korelasi Product Moment (Pearson) untuk n = 30 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,229. atau dapat dikatakan  bahwa rhit = 0,406 > rtab = 0,229, hal Ini berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel pengawasan terhadap variabel disiplin kerja pegawai pada Puskesmas Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
2. Keeratan hubungan antar variable pengawasan terhadap disiplin kerja  pegawai, hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,40 – 0,599, yang berarti terdapat hubungan yang sedang  antara variabel pengawasan dengan variabel disiplin kerja pegawai.
3. Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, diperoleh nilai R Square atau r2 adalah sebesar 0,350. Hal ini berarti bahwa varian yang terjadi pada variabel disiplin pegawai, 35,0% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel pengawasan atau dengan kata lain bahwa disiplin kerja  sebesar 35,0% ditentukan oleh pengawasan pimpinan, sementara itu sisanya sebesar 65,0% ditentukan oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak di ukur di dalam penelitian ini. 
4. Berdasarkan hasil analisa SPSS tersebut, maka rumusan masalah sudah terjawab dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat di terima, yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan antara vaiabel pengawasan dengan disiplin kerja pegawai pada Puskesmas Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
Saran Penelitian :

1. Kepada Kepala Puskesmas Rantau Pulung, selaku pimpinan yang menajdi obyek di dalam penelitian ini disarankan agar kiranya pengawasan yang telah dilakukan selama ini sudah cukup baik dan efektif  harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam rangka peningkatan disiplin kerja pegawai, sebagai aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat.
2. Kepada para pegawai selaku abdi negara dan abdi masyarakat disarankan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan disiplin kerja saat ini cukup baik, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yaitu memberikan pelayanan kesehatan  kepada masyarakat.
3. Aspek penting yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti saat ini dan yang akan datang oleh pimpinan dalam rangka efektivitas pengawasan antara lain: perlu menetapkan standar penyelesaian pekerjaan, adanya pedoman atau ukuran prestasi kerja pegawai dan membetulkan penyimpangan jika terdapat kesalahan dalam pekerjaan baik individu atau kelompok. perlu mesin absen sidik jari untuk monitoring kehadiran pegawai ,  ketepatan  pada jadwal masuk dan pulang kerja. 
4. Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam disiplin pegawai antara lain : monitoring kehadiran pegawai pada hari-hari kerja,  ketepatan  pada jadwal masuk dan pulang kerja, ketaatan pegawai  terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan, mentaati prosedur kerja yang telah ditentukan, melaksanakan segala tugas  dan kewajiban yang  sudah ditentukan serta menunjukkan sikap jujur, tertib, cermat dan penuh semangat, melaksanakan perintah atasan.
5. Perlu ditambah tenaga dokter umum, perawat dan ahli farmasi, mengingat semakin bertambah masyarakat yang berobat ke Puskesmas Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
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